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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas 

Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung 

jawab manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah 

disajikan secara akurat, andal, dan valid. 

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan 

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja. 

 

Sidoarjo, 13 Februari 2025 

 

TIM SAKIP KAB. SIDOARJO, 

SEKRETARIS 

 
 dr. ATOK IRAWAN, Sp.P, M.Kes. 

 Pembina Utama Muda 

NIP 196605011996021001 

 

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 
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000.6.5.7/433/438 . 4/2025 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini merupakan wujud 

pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024. Diharapkan 

LKjIP ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders, tanggapan 

(feedback), serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami 

harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami 

ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Sidoarjo, 3 Februari 2025 

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO 

  

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE 

Pembina Utama Muda 

NIP 197009261990031005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan 
Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan 

hukum dan akibat hukum yang sah. 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 menyajikan capaian 

kinerja atas perjanjian kinerja Tahun 2024. Kami memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) 

indikator kinerja. 

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 4 (empat) indikator, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 (tiga) indikator; 

2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 (satu) indikator; 

 

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo: 

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Melalui Pengawasan 

yang Efektif 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Predikat 

1 Terlaksananya 

Pengawasan yang 

Efektif Berbasis 

Risiko 

Tingkat 

Kapabilitas 

APIP 

Integrated 

level 3 (3,00) 

Integrated 

level 3 

(3,00) 

100% Sangat 

Baik 

2 Meningkatnya 

Kualitas 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP 84,60 (A) 88,22 (A) 104,28% Sangat 

Baik 

Nilai IPP 4,07 (A-) 4,083 (A-) 100,31% Sangat 

Baik 

Nilai SKM Sangat Baik 

(91) 

Sangat 

Baik 

(97,04) 

106,64% Sangat 

Baik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Kedudukan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan 

Daerah tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan 

pemerintahan pada bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten 

Sidoarjo disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas 

“Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, 

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / atau 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; 

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;  

6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo 

dipimpin oleh Inspektur Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan 

organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut. 

Gambar 1. 1  

Gambar Struktur Organisasi 
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Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 74 Orang. ASN 

tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan 

fungsional. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, data ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten 

Sidoarjo pada tahun 2024. 

Tabel 1. 1  

Data ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo 

No. Jenis Jabatan Jumlah Existing 

1 Inspektur 1 1 

2 Sekretaris 1 0 

3 Inspektur Pembantu 4 2 

4 Kepala Sub Bagian 1 1 

5 Pengadministrasi Perkantoran 2 2 

6 Pengelola Layanan Operasional 1 1 

7 Penelaah Teknis Kebijakan 2 2 

8 Operator Layanan Operasional 11 5 

9 Pengolah Data dan Informasi 6 6 

10 Pranata Komputer Terampil 1 1 

11 Auditor Madya 7 7 

12 Auditor Muda 12 12 

13 Auditor Pertama 9 9 

14 Auditor Mahir 3 3 

15 Auditor Terampil 19 19 

16 Perencana Ahli Muda 1 1 

17 Analis Kebijakan Ahli Muda 1 1 

18 Arsiparis Mahir 1 1 

 Jumlah 83 74 

 

B. Aspek Strategis Organisasi 

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang 

dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di 

masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat 

diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan 

permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja 

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan 

permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut 
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pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Inspektorat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

Tabel 1. 2  

Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah 

No Permasalahan Pokok Permasalahan Akar Permasalahan 

1 Kualitas identifikasi, 

analisis, dan 

pengendalian risiko pada 

Perangkat Daerah kurang 

maksimal 

Efektivitas pengendalian 

risiko belum maksimal 

Komitmen pimpinan 

Perangkat Daerah 

terhadap identifikasi, 

analisis, dan 

pengendalian risiko 

belum optimal 

Kurangnya kepatuhan 

terhadap regulasi dan 

kebijakan yang berlaku 

Peningkatan kinerja 

operasional perlu 

dioptimalkan 

Kurangnya transparansi 

dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan sumber daya 

publik 

Kurangnya pemanfaatan 

teknologi dan inovasi 

2 Kurangnya kesadaran 

pentingnya perilaku 

Anti-Korupsi di 

lingkungan Pemerintah 

Daerah dan Masyarakat 

Adanya penyalahgunaan 

fasilitas kantor untuk 

kepentingan pribadi 

a. Komitmen dan 

teladan pimpinan 

terhadap pencegahan 

korupsi belum 

optimal 

b. Komitmen seluruh 

pegawai di 

lingkungan 

Pemerintahan 

Kabupaten Sidoarjo 

terkait anti-korupsi 

belum maksimal 

Adanya konflik 

kepentingan yang 

dipengaruhi oleh suku, 

agama, hubungan 

kekerabatan, dan 

sejenisnya 

Adanya atasan yang 

memberi perintah tidak 

sesuai dengan regulasi 

Masih adanya praktik jual 

beli jabatan, suap, 

gratifikasi, serta trading in 

influence 

Risiko yang cukup tinggi 

pada aktivitas PBJ, seperti 
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pengaturan tender hingga 

suap dari vendor 

Kurangnya sosialisasi 

terkait anti-korupsi 

terhadap pegawai 

pemerintahan dan 

masyarakat 

 

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Inspektorat 

Daerah Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut: 

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara optimal 

pada tingkat OPD; serta 

2. Perlunya peningkatan kesadaran pentingnya perilaku anti-korupsi bagi instansi 

pemerintah dan masyarakat. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Srategis Tahun 2021-2026 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki Visi “Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo 

yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen 

RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi 

yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan 

fungsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah “Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha” 

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi 

Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra 

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026. Tujuan dan sasaran merupakan 

penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah 

yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026 

TUJUAN 

PD 

SASARAN 

PD 
INDIKATOR 

TARGET 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Terwujudny

a Tata 

Kelola 

Pemerintaha

n yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

Melalui 

Pengawasan 

yang Efektif 

 Maturitas 

SPIP 

Terdefi

nisi 

Terdefi

nisi 

Terdefi

nisi 

Terdefi

nisi 

Terdefi

nisi 

Terdefi

nisi 

Indeks 

Persepsi Anti 

Korupsi 

n/a n/a 82 82,5 83 83,5 

 Terlaksananya 

Pengawasan 

yang Efektif 

Berbasis 

Risiko 

Tingkat 

Kapabilitas 

APIP 

Infrast

ructure 

Infrast

ructure 

Integra

ted 

Integra

ted 

Integra

ted 

Integra

ted 

 Meningkatnya 

Kualitas 

Penyelenggara

Nilai SAKIP n/a A 

(84,47) 

A 

(84,50) 

A 

(84,60) 

A 

(88,03) 

A 

(88,25) 

Nilai RB n/a 36,12 - - - - 
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an 

Pemerintahan 

Nilai IPP n/a A-   

(4,04) 

A-     

(4,05) 

A-     

(4,07) 

A-     

(4,09) 

A-   

(4,10) 

Nilai SKM n/a Sangat 

Baik 

(89,00) 

Sangat 

Baik 

(90,00) 

Sangat 

Baik 

(91,00) 

Sangat 

Baik 

(96,44) 

Sangat 

Baik 

(97,00) 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 

maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut 

Perjanjian kinerja tahun 2024 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja. 

Tabel 2. 2 

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Terlaksananya Pengawasan yang 

Efektif Berbasis Risiko 

Tingkat Kapabilitas 

APIP 
Integrated 

2 Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Perangkat Daerah 

  

Nilai SAKIP 84,60 (A) 

Nilai IPP 4,07 (A-) 

Nilai SKM Sangat Baik 

(91,00) 

C. Perencanaan Anggaran Tahun 2024 

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja Tahun 2024, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 17.517.072.107. 

Anggaran ini mengalami perubahan di akhir tahun 2024 dari Rp. 17.517.072.107 menjadi  

Rp. 20.477.608.955. Perubahan ini untuk menyesuaikan dinamika dalam pencapaian target 

kinerja. Adapun rincian anggaran sebelum dan sesudah perubahan tahun 2024 diuraikan pada 

tabel 2.3. 

Tabel 2. 3 

Rincian Anggaran Tahun 2024 

No Program Anggaran (Rp) 
Anggaran Perubahan 

(Rp) 

1 Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Rp. 16.414.239.603 Rp. 19.422.686.451 

2 Program Penyelenggaraan 

Pengawasan 
Rp. 1.102.832.504 Rp. 1.054.922.504 

 Jumlah Rp. 17.517.072.107 Rp. 20.477.608.955 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran 

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai dan hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam 

menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam 

rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi 

outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang 

akuntabel. 

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja 

(performance plan) yang diperjanjikan dengan realisasi kinerja (performance result) yang 

telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator 

kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. 

Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya 

celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk 

meningkatkan kinerja di masa mendatang. 

 

A. Pengukuran Kinerja 

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja dan didukung dengan 

data-data yang relevan dan handal. Data relevan dan handal sangat dibutuhkan sebagai tolak 

ukur kualitas akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target yang terhubung dalam 

Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis 

instansi.  

Adapun capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sebagai 

berikut:  

Tabel 3. 1  

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target 

Realia

sasi 

Capaian 

(%) 

Target 

Renstra 

(2026) 

Capaian 

Terhadap 

Target 

Renstra 

2026 (%) 

Ket. 

1 
Terlaksa

nanya 

Pengawa

Tingkat 

Kapabilita

s APIP 

Integra

ted 

Integr

ated 

level 

100% 
Integra

ted 
100%  
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san yang 

Efektif 

Berbasis 

Risiko 

level 3 

(3,00) 

3 

(3,00) 

2 Meningk

atnya 

Kualitas 

Penyelen

ggaraan 

Pemerint

ahan 

Perangka

t Daerah 

  

Nilai 

SAKIP 

84,60 

(A) 

88,22 

(A) 

104,28% 84,80 

(A) 
104%  

Nilai IPP 
4,07 

(A-) 

4,083 

(A-) 
100,31% 

4,10 

(A-) 
99,58%  

Nilai SKM 

Sangat 

Baik 

(91,00) 

Sanga

t Baik 

(97,04

) 

106,64% 

Sangat 

Baik 

(93,00) 

104,34%  

 

Sasaran 1 : Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko  

    Indikator Kinerja : Tingkat Kapabilitas APIP 

Tabel 3. 2 

Capaian Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2024 terhadap target Renstra 2026 

Target Realiasasi 
Capaian 

(%) 

Target Renstra 

(2026) 

Capaian 

Terhadap 

Target Renstra 

2026 (%) 

Ket. 

Integrated 

level 3 (3,00) 

Integrated 

level 3 (3,00) 
100% Integrated 100%  

 

Capaian indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP tahun 2024 sebesar 100% dengan 

realisasi integrated (level 3) dari target integrated (level 3). Jika dibandingkan dengan target 

pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target Integrated, maka pada tahun 2024 sudah 

tercapai nilai 3,00, dengan persentase capaian sebesar 100%. Adapun realisasi PK APIP pada 

tiga tahun terakhir ditunjukkan pada tabel berikut : 
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Tabel 3. 3 

Realisasi Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2022-2024 

Tahun 2022 2023 2024 

Target 
Integrated 

 Level 3 (3,00) 

Integrated 

 Level 3 (3,00) 

Integrated 

 Level 3 (3,00) 

Realisasi 
Infrastructure 

Level 2 (2,90) 

Integrated 

 Level 3 (3,00) 

Integrated 

 Level 3 (3,00) 

Capaian 97% 100% 100% 

Tren realisasi indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP pada tahun 2022-2024 digambarkan 

pada grafik berikut: 

Gambar 3. 1 

Tren Realisasi Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2022-2024 

 

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas 

pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan 

kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Penilaian atas 

penerapan tata kelola APIP mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :  

1. Peran dan Layanan APIP (Services and Role of Internal Auditing)  

2. Pengelolaan SDM (People Management)  

3. Praktik Profesional (Professional Practices)  

4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability)  

5. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture)  

6. Struktur Tata Kelola (Governance Structures) 

Berdasarkan hasil quality assurance (QA) BPKP Pusat yang telah ditetapkan dengan 

Surat BPKP Nomor: PE.09.03/LHP-635/PW13/6/2024 tanggal 4 September 2024, nilai 

2022 2023 2024

Target 3 3 3

Realisasi 2,9 3 3

2,84

2,86

2,88

2,9

2,92

2,94

2,96

2,98

3

3,02
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Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 adalah level 3 (integrated) dengan skor 

3,00 ini mencerminkan bahwa APIP Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan layanan 

compliance auditing, performance auditing dan practice advisory antara lain: 

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan 

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah 

(assurance activities); 

2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko 

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); 

dan 

3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities). 

Dalam perolehan nilai tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat bertambahnya 

nilai dan dapat menjadi area perbaikan (Area of Improvement), antara lain sebagai berikut: 

1. Belum sepenuhnya memiliki SDM dengan kompetensi guna mengelola risiko atau 

manajemen risiko agar dapat melakukan identifikasi/penilaian risiko sesuai dengan proses 

yang benar; 

2. Belum mengimplementasikan Manajemen Risiko dalam penyusunan PPBR dengan baik 

yang disertai dengan langkah-langkah konkrit dalam perbaikan register risiko dan PPBR. 

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan agar nilai Kapabilitas APIP lebih optimal, 

antara lain sebagai berikut:  

1. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat 

yang berkaitan dengan pengawasan berbasis risiko; 

2. Memutakhirkan risk register yang disusun OPD sebagai salah satu dasar dalam 

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko. 

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi penunjang lancarnya proses pelaksanaan upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan nilai Kapabilitas APIP, antara lain sebagai berikut: 

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan 

sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta 

pembiayaan operasional pengawasan intern; 

2. Adanya kemudahan dalam melakukan koordinasi dengan lembaga/badan terkait untuk 

memutakhirkan register risiko dan PPBR. 
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Tabel 3.4  

Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP dengan Kabupaten/Kota Lain Tahun 2024 

No Kabupaten/Kota 
Kapabilitas APIP 

Skor Level 

1 Kabupaten Sidoarjo 3,00 3 

2 Kota Pasuruan 3,00 3 

3 Kabupaten Pasuruan 3,00 3 

4 Kabupaten Malang 3,00 3 

5 Kota Batu 3,00 3 

 

Tabel 3.5  

Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP dengan Target Nasional Tahun 2024 

No Realiasi Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2024 

Target Nasional  

Tahun 2024 Capaian (%) 
 Skor Level Skor Level 

1 3,00 3 3,00 3 100% 

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo 

sudah sejajar dengan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. 

Adapun realisasi indikator ini juga sebanding dengan target nasional Kapabilitas APIP pada 

Tahun 2024 yang ditetapkan oleh BPKP melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 

2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP menetapkan target pencapaian 

Level 3 sampai dengan tahun 2024. 

 Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah 

a) Indikator Kinerja 1 : Nilai SAKIP 

Tabel 3. 6 

Capaian Nilai SAKIP Tahun 2024 terhadap target jangka menengah 

Target Realiasasi 
Capaian 

(%) 

Target Renstra 

(2026) 

Capaian Terhadap 

Target Renstra 

2026 (%) 

Ket. 

84,60 (A) 88,22 (A) 104,28% 84,80 (A) 104%  

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 104,28% dengan realisasi 

88,22 (A) dari target 84,60 (A). Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 

tahun 2026, realisasi tahun 2024 sudah mencapai target tersebut dengan persentase capaian 

sebesar 104%. Sementara itu, bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi 
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tahun 2024 telah mengalami peningkatan sebesar 2,17% dari realisasi 86,34 (A) pada tahun 

2023. Adapun realisasi Nilai SAKIP pada tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 3. 7 

Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2022-2024 

Tahun 2022 2023 2024 

Target 84,47 (A) 84,50 (A) 84,60 (A) 

Realisasi 84,47 (A) 86,34 (A) 88,22 (A) 

Capaian 100% 102,18% 104,28% 

Tren realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2022-2024 digambarkan pada 

grafik berikut: 

Gambar 3. 2 

Tren Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2022-2024 

 

SAKIP merupakan alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi 

pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam 

pencapaian tujuan. Penilaian SAKIP didasarkan pada 4 komponen yaitu :  

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30% 

2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30% 

3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15% 

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25% 

Pada komponen LKE SAKIP yang meliputi, Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024, nilai SAKIP 

Inspektorat Daerah adalah 88,22 dengan predikat A (memuaskan) berdasarkan hasil evaluasi 

oleh evaluator SAKIP kabupaten yang telah ditetapkan dengan Surat Inspektur Kabupaten 

Sidoarjo Nomor: 700.1/3854/438.4/2024 tanggal 13 Desember 2024. Nilai SAKIP 

2022 2023 2024

Target 84,47 84,5 84,6

Realisasi 84,47 86,34 88,22

82

83

84

85

86

87

88

89
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Inspektorat Daerah menduduki peringkat ke-2 dari 49 OPD. Ini berarti Inspektorat Daerah 

sudah dapat mengimplementasikan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan 

pemerintahan berorientasi hasil dikarenakan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke 

level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator dengan hasil berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. 

Dalam perolehan nilai tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat bertambahnya 

nilai dan dapat menjadi area perbaikan (Area of Improvement), antara lain sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas penyusunan Perjanjian Kinerja; 

2. Melakukan pembaruan SK Reward dan Punishment; 

3. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja dengan melakukan pembandingan 

capaian ditingkat nasional/internasional yang selaras; 

4. Meningkatkan kualitas SDM dalam hal perbaikan dan peningkatan capaian akuntabilitas 

kinerja melalui pelatihan/pendidikan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan 

pengelolaan risiko. 

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan agar nilai SAKIP lebih optimal, antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Komitmen pimpinan sampai dengan pelaksana untuk meningkatkan kualitas 

akuntabilitas dan integritas. 

2. Meningkatkan kompetensi SDM APIP melalui pelatihan, workshop, bimtek, dan PPM. 

3. Membudayakan evaluasi internal kinerja tiap bulan secara berjenjang. 

4. Melakukan inovasi pelayanan pengawasan. 

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi penunjang lancarnya proses pelaksanaan upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP, antara lain sebagai berikut: 

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan 

sertifikasi) dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi; 

2. Adanya kemudahan dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk 

meningkatkan nilai SAKIP. 

Adapun perbandingan nilai SAKIP Inspektorat Daerah dengan nilai SAKIP Kabupaten 

Sidoarjo sebesar 16,63% lebih tinggi. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah sebesar 88,22, 

sedangkan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo sebesar 75,64. 
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b) Indikator Kinerja 2 : Nilai IPP 

Tabel 3. 8 

Capaian Nilai IPP Tahun 2024 terhadap target jangka menengah 

Target Realiasasi 
Capaian 

(%) 

Target Renstra 

(2026) 

Capaian Terhadap 

Target Renstra 

2026 (%) 

Ket. 

4,07 (A-) 4,083 (A-) 100,31% 4,10 (A-) 99,58%  

Capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 sebesar 100,31% 

dengan realisasi 4,083 (A-) dari target 4,07 (A-). Jika dibandingkan dengan target pada akhir 

periode Renstra tahun 2026, maka target tersebut telah tercapai pada tahun 2024 sudah 

sebesar 99,58% dari taget 4,10 (A-) yang telah ditargetkan. Adapun perbandingan capaian 

Nilai IPP pada tahun 2022-2024 pada tabel berikut : 

Tabel 3. 9 

Realisasi  Nilai IPP Tahun 2022-2024 

Tahun 2022 2023 2024 

Target 4,04 (A-) 4,05 (A-) 4,07 (A-) 

Realisasi 4,04 (A-) 4,07 (A-) 4,083 (A-) 

Capaian 100% 100,5% 100,31% 

Tren realisasi indikator kinerja Nilai IPP pada tahun 2022-2024 digambarkan pada 

grafik berikut: 

Gambar 3. 3 

Tren Realisasi  Nilai IPP Tahun 2022-2024 

 

2022 2023 2024

Target 4,04 4,05 4,07

Realisasi 4,05 4,07 4,083

4,01

4,02

4,03

4,04

4,05

4,06

4,07

4,08

4,09
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Hasil penilaian IPP yang ditetapkan melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor: 

000.8.3.4/1001/438.1.3.1/2025 tanggal 24 Januari 2025 mrnunjukkan bahwa nilai IPP 

Inspektorat Daerah pada tahun 2024 adalah 4,083 dengan capaian 100,31% dari nilai 4,07 

yang ditargetkan. Nilai IPP tahun 2024 mengalami peningkatan dikarenakan Inspektorat 

Daerah selalu konsisten dalam penyelenggaran pelayanan publik yang didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam perolehan nilai tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat bertambahnya 

nilai dan dapat menjadi area perbaikan (Area of Improvement), antara lain sebagai berikut: 

1. Kebijakan pelayanan perlu disempurnakan; 

2. Peningkatkan profesionalisme SDM melalui diklat, bimtek, seminar, dan sejenisnya; 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana, seperti perbaikan lahan parkir, penyediaan fasilitas 

ruang tunggu dan front office; 

4. Melakukan inovasi dengan cara menyediakan sistem informasi, konsultasi dan pengaduan 

secara elektronik/daring. 

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan agar nilai IPP lebih optimal, antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Komitmen pimpinan sampai dengan pelaksana untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas 

dan integritas. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan sistem informasi, konsultasi 

dan pengaduan, serta evaluasi secara berkala atas manajemen kualitas jasa pelayanan. 

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi penunjang lancarnya proses pelaksanaan upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IPP, antara lain sebagai berikut: 

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan 

sertifikasi) dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi; 

2. Adanya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi. 

Adapun perbandingan nilai IPP Inspektorat Daerah dengan nilai IPP Kabupaten Sidoarjo 

sebesar 12,20% lebih rendah. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah sebesar 4,083, sedangkan nilai 

SAKIP Kabupaten Sidoarjo sebesar 4,65. 
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c) Indikator Kinerja 3 : Nilai SKM 

Tabel 3. 10 

Capaian Nilai SKM Tahun 2024 terhadap target jangka menengah 

Target Realiasasi 
Capaian 

(%) 

Target Renstra 

(2026) 

Capaian Terhadap 

Target Renstra 

2026 (%) 

Ket. 

Sangat 

Baik 

(91,00) 

Sangat Baik 

(97,04) 
106,64% 

Sangat Baik 

(93,00) 
104,34%  

Capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 

sebesar 106,64% dengan realisasi Sangat Baik (97,04) dari target Sangat Baik (91,00). Jika 

dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026, target tersebut telah 

tercapai pada tahun 2024 dengan persentase capaian sebesar 104,34% dari target yang telah 

ditetapkan. Adapun perbandingan capaian Nilai SKM pada tahun 2022-2024 pada tabel 

berikut : 

Tabel 3. 11 

Realisasi  Nilai SKM Tahun 2022-2024 

Tahun 2022 2023 2024 

Target 
Sangat Baik 

(89,00) 

Sangat Baik 

(90,00) 

Sangat Baik 

(91,00) 

Realisasi 
Sangat Baik 

(97,27) 

Sangat Baik 

(95,01) 

Sangat Baik 

(97,04) 

Capaian 109,29% 105,1% 106,64% 

Tren realisasi indikator kinerja Nilai SKM pada tahun 2022-2024 digambarkan pada 

grafik berikut: 

Gambar 3. 4 

Tren Realisasi Nilai SKM Tahun 2022-2024 

 

2022 2023 2024

Target 89 90 91

Realisasi 97,27 95,01 97,04

84

86

88

90

92

94

96

98
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Hasil SKM melalui media elektronik yang telah ditetapkan dengan Publikasi SKM oleh 

Inspektur Kabupaten Sidoarjo Nomor: 000/391/438.4/2025 tanggal 7 Februari 2024 

menunjukkan bahwa nilai SKM Inspektorat Daerah adalah 97,04 dengan capaian 106,64% 

dari nilai 91,00 yang ditargetkan pada tahun 2024. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 2,03 

poin bila dibandingkan dengan Nilai SKM pada tahun 2024. Selain itu, jumlah responden 

pada tahun 2024 meningkat sebesar 17,01% menjadi 1011 responden dari 864 responden 

pada tahun 2023. Capaian Nilai SKM 106,64% menunjukkan bahwa kolaborasi komitmen 

pimpinan dan seluruh personil APIP dalam mewujudkan pelayanan pengawasan yang 

SMART telah terimplikasikan dengan baik. 

Dalam perolehan nilai tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat bertambahnya 

nilai dan dapat menjadi area perbaikan (Area of Improvement), antara lain sebagai berikut: 

1. Kurangnya konsistensi pelayanan pengawasan sesuai dengan SP dan SOP; 

2. Kompetensi SDM perlu ditingkatkan melalui diklat, seminar, dan sebagainya. 

 

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan agar nilai SKM lebih optimal, antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Komitmen pimpinan sampai dengan pelaksanan untuk meningkatkan kualitas 

akuntabilitas dan integritas. 

2. Konsistensi pelayanan pengawasan sesuai dengan SP dan SOP. 

3. Meningkatkan kompetensi SDM APIP melalui pelatihan, workshop, bimtek, dan PPM. 

4. Memberikan konsultasi secara tatap muka dan daring. 

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi penunjang lancarnya proses pelaksanaan upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SKM, antara lain sebagai berikut: 

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan 

sertifikasi) dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi; 

3. Adanya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi. 

Pada indikator kinerja nilai SKM dalam sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan perangkat daerah, tidak tersedia data target nasional sehingga tidak dapat 

dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024. 
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B. Realisasi Kinerja Anggaran 

1) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran; 

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait 

pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga 

(K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 

214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai 

berikut: 

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu 

anggaran dengan capaian Kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu 

anggaran dengan capaian kinerja 

 

Tabel 3. 12 

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

SASARA

N 

INDIKA

TOR 

kinerja  anggaran  tingkat 

efisiensi 

(a*b)-

c/(a*b)*1

00% 

target 
realis

asi 

% 

kiner

ja 

(a) 

 target  

(b) 

 realisasi  

(b) 

% 

angga

ran 

Terlaksana

nya 

Pengawasa

n yang 

Efektif 

Berbasis 

Risiko 

Tingkat 

Kapabilit

as APIP 

Integr

ated  

Integr

ated 

100,0

0% 

1.054.922

.504 

808.223.5

90 

76,61

% 
23,39% 

Meningkat

nya 

Kualitas 

Penyeleng

garaan 

Pemerintah

an 

Perangkat 

Daerah 

Nilai 

SAKIP 
84,60 88,22 

102,7

7% 

19.422.68

6.451 

18.813.16

4.677 

96,86

% 
5,75% 

Nilai IPP 4,07 4,08 

Nilai 

SKM 
91,00 97,04 

 

Pagu anggaran pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Perangkat Daerah yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap-tiap indikator, maka 

dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kinerja pada sasaran tersebut 

dengan menggunakan rumus : 

Tingkat 

Efisiensi 
= 

( Pagu Anggaran x Capaian Kinerja ) - Realisasi Anggaran 
x 100% 

Pagu Anggaran x Capaian Kinerja 
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Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indikator, kemudian 

diakarpangkatkan dengan banyaknya jumlah indikator tersebut 

Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah : 

a. Indikator Tingkat Kapabilitas APIP dengan tingkat efisiensi sebesar 23,39% yang 

disebabkan oleh faktor keberhasilan adalah Penyerapan anggaran sesuai dengan 

kebutuhan. 

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat 

Daerah dengan tingkat efisiensi sebesar 5,75% yang disebabkan oleh faktor 

keberhasilan antara lain: 

1. Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan. 

2. Sebagian permasalahan terkait laptop dan komputer dapat diselesaikan 

oleh tenaga IT dari ASN Internal. 

2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian kinerja. 

Terdapat 2 (dua) program untuk mewujudkan 2 (dua) sasaran strategis Inspektorat 

Daerah pada tahun 2024 dengan capaian kinerja sebagai berikut: 

Tabel 3. 13 

Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja 

Sasaran Indikator 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Program 

Anggaran 

Pagu Realisasi Capaian (%) 

Terlaksa

nanya 

Pengaw

asan 

yang 

Efektif 

Berbasis 

Risiko 

Tingkat 

Kapabilita

s APIP 

100% 

Program 

Penyelen

ggaraan 

Pengawa

san 

1.054.922

.504 

808.223.5

90 
76,61% 
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Mening

katnya 

Kualitas 

Penyele

nggaraa

n 

Pemerin

tahan 

Perangk

at 

Daerah 

Nilai 

SAKIP 
104,28% 

Program 

Penunjan

g Urusan 

Pemerint

ahan 

Kabupate

n/Kota 

19.422.68

6.451 

18.813.16

4.677 
96,86% 

Nilai IPP 100,31% 

Nilai 

SKM 
106,64% 

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja 2 (dua) program pendukung sasaran strategis 

mendapat rata-rata sebesar 102,81% dengan kategori sangat berhasil. Hal ini menunjukkan 

bahwa program-program yang dilaksanakan dalam kegiatan Inspektorat Daerah sangat 

mendukung ketercapaian sasaran strategis yang telah ditargetkan pada awal tahun 2024. 

 

3) Realisasi Anggaran 

Tabel 3. 14 

Realisasi Anggaran Tahun 2024 

Program Pagu Realisasi Capaian (%) 

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Kabupaten/Kota 

Rp. 19.422.686.451 Rp. 18.813.164.677 96,86% 

Program 

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Rp. 1.054.922.504 Rp. 808.223.590 76,61% 

Jumlah Rp. 17.517.072.107 Rp. 20.477.608.955 95,82% 

 

Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 95,82% diperoleh dari 2 (dua) program. 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp 

18.813.164.677,00 dari target Rp 19.422.686.451,00 dengan persentase serapan 

anggaran 96,86%. Dari 20 (dua puluh) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah terdapat 1 (satu) sub kegiatan dengan persentase serapan paling 

tinggi yaitu subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan tingkat 

serapan sebesar 99,99%. Sedangkan pada Program Penyelenggaran Pengawasan tingkat 

serapan anggaran pada tahun 2024 berada pada angka 76,61% yaitu dari target sebesar 
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Rp 1.054.922.504,00 terealisasi sebesar Rp 808.223.590,00. Dari 7 (tujuh) sub kegiatan 

pada program penyelenggaran pengawasan terdapat 1 (satu) sub kegiatan dengan tingkat 

serapan anggaran paling tinggi yaitu pada subkegiatan Pengawasan dengan Tujuan 

Tertentu sebesar 91,98%. 

 

C. Inovasi 

Inovasi pengembangan teknologi informasi guna menunjang kegiatan pengawasan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: 

1) Electronic Consulting (E-Consulting) 

Gambar 3. 5 

Aplikasi E-Consulting 

 
Sumber: https://e-consulting.sidoarjokab.go.id/ 

Electronic Consulting (e-Consulting) merupakan aplikasi berbasis website yang 

digunakan untuk melakukan konsultasi dan diskusi terkait keberlangsungan kegiatan 

pemerintahan di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanpa harus 

mendatangi kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. E-Consulting dirancang 

dan dipublikasikan penggunaannya pada tahun 2020. Perbaikan dilakukan setiap 

tahun guna meningkatan pelayanan pengawasan. Pada tahun 2023 dilakukan 

pengembangan berupa penambahan fitur notifikasi telegram. Penambahan fitur ini 

bertujuan untuk mempercepat waktu respon dalam menjawab konsultasi dari OPD. 

Sementara itu, pada tahun 2024 dilakukan pemeliharaan secara rutin pada sistem 

aplikasi. 
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2) Portal Penilaian Risiko (POLAR) 

Gambar 3. 6 

Aplikasi POLAR 

 

Sumber: https://polar.sidoarjokab.go.id/ 

Portal Penilaian Risiko (POLAR) merupakan aplikasi berbasis website yang 

digunakan untuk melakukan penilaian risiko kegiatan perangkat daerah yang akan 

diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Selain itu portal ini juga menjadi 

fungsi fraud early detection system bagi kegiatan – kegiatan yang berisiko tinggi, 

sehingga pada muaranya akan mampu mencegah pelanggaran – pelanggaran. POLAR 

digagas pada Bulan November 2022 dan dipublikasikan penggunaannya pada Bulan 

Februari 2023. Pada tahun 2024, terdapat perubahan dan perbaikan untuk tampilan 

maupun mekanisme input user OPD agar lebih mudah dan efektif kedepannya. 

Berikut perubahan dalam aplikasi POLAR v1.1 ke aplikasi POLAR v2.0, antara lain. 

POLAR-v1.1 POLAR-v2.0 

• Input tahun penilaian risiko digabung 

dengan pengisian Tujuan Kegiatan 

OPD 

• Input tahun penilaian risiko 

dipisah agar OPD lebih mudah 

dan lebih terfokus pada tahun 

penilaian yang dipilih 

• Tujuan dan Sasaran dimasukkan 

secara manual oleh OPD 

• Pengisian Tujuan, Sasaran, dan 

Program sudah terkoneksi 

melalui tombol generate 

• Tampilan RENSTRA sebelumnya 

berupa tabel dan memanjang kebawah 

sehingga menyusahkan user OPD 

untuk melihat data RENSTRA 

• Tampilan RENSTRA menjadi 

“cascading” seperti yang ada 

pada SIPD sehingga OPD 

familiar dengan tampilan dan 

memudahkan dalam melihat 

data. 
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• Belum ada input indikator kinerja • Difasilitasi untuk pengisian 

indikator kinerja 

• Untuk pengisian Pernyataan Risiko 

sampai dengan RTP user mengisi 

secara terpisah 

• Untuk pengisian Pernyataan 

Risiko sampai dengan RTP user 

mengisi secara tersambung 

sehingga data tidak bisa 

tersimpan kalua risiko belum 

diinputkan semua 

 

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang Pemanfaatan Aplikasi Portal Penilaian 

Risiko (POLAR) dalam Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Bakamla-RI nomor : KS.01/10/VIII/2024 dan 100.3.7.1/17/438.1.1.4/2024 tanggal 30 

Agustus 2024, aplikasi ini akan dilakukan replikasi oleh Badan Keamanan Laut RI 

yang masa pemanfaatannya akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Selain itu, versi 

aplikasi terbaru ini masih akan dilakukan pengembangan ke depannya agar semakin 

memudahkan pengguna dalam melakukan penilaian risiko dan mendeteksi sejak dini 

terkait kemungkinan terjadinya fraud dan risiko lainnya. 

 

3) Electronic Whistle Blowing System (E-WBS) 

Gambar 3. 7 

Aplikasi E-WBS 

 

Sumber: https://e-wbs.sidoarjokab.go.id/ 

Electronic Whistle Blowing System (e-WBS) merupakan aplikasi berbasis website 

yang digunakan untuk melakukan pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan 

wewenang di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanpa harus mendatangi 

kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu pelapor juga dapat 

memantau secara langsung progres dari penanganan pengaduan yang telah dikirimkan 
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ke Inspektorat Daerah secara real time. E-WBS digagas pada tahun 2021 dan 

dipublikasikan pada awal tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2024 dilakukan 

pemeliharaan secara rutin pada sistem aplikasi. 

4) Sistem Informasi Administrasi Pengawasan (SIAP) 

Gambar 3. 8 

Aplikasi SIAP 

 

Sumber: https://10.63.1.15/ 

Sistem Informasi Administrasi Pengawasan adalah aplikasi berbasis website yang 

dapat digunakan untuk mencatat SPT Pengawasan sampai dengan hasil dari 

Pengawasan Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Aplikasi ini juga 

bertujuan untuk memonitoring pengawasan yang telah dilakukan serta kualitasi 

pengawasan yang dihasilkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. SIAP 

digagas pada tahun 2021 dan mulai digunakan pada tahun 2022. Adapun fitur 

penambahan inovasi yang dilakukan pada tahun 2023, yaitu: 

a. Unggah dokumen tambahan dalam SPT untuk kebutuhan monitoring 

penugasan pengawasan; 

b. Memperbaiki tampilan halaman SPT dan temuan; 

c. Pembuatan SPT secara otomatis sehingga file tinggal upload ke dalam  

E-Buddy; dan 

d. Pengembangan tracking progress LHP di dalam aplikasi. 

Sementara itu, pada tahun 2024 dilakukan pemeliharaan secara rutin pada sistem 

aplikasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten 

Sidoarjo untuk tahun 2024 rata-rata 102,81% dengan kategori sangat berhasil. Sasaran 

dengan kategori sangat berhasil, yakni Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Perangkat Daerah dengan rata-rata 103,74%. Sementara itu, sasaran dengan 

kategori berhasil adalah Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko dengan 

persentase sejumlah 100%. Namun begitu masih diperlukan upaya 

perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat lebih 

optimal dan berkualitas.  

B. Pemecahan Masalah / Tindak Lanjut 

Dalam pencapaian realisasi yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, terdapat 

beberapa faktor yang menjadi penghambat yang dapat dipergunakan sebagai suatu cara untuk 

memperbaiki kinerja dan pelayanan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

Hambatan-hambatan tersebut beragam, mulai dari perlunya peningkatan SDM untuk 

mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan pelayanan pengawasan, kurangnya sarana dan 

prasarana yang memadai untuk melakukan pelayanan secara maksimal, hingga penyediaan 

sistem informasi guna meningkatkan kinerja dan pelayanan pengawasan. 

Untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo 

telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain: 

1. Komitmen pimpinan sampai dengan pelaksana untuk meningkatkan kualitas 

akuntabilitas dan integritas. 

2. Mengoptimalkan kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya 

pada perangkat daerah dan desa. 

3. Mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko. 

4. Peningkatan kompetensi seluruh pegawai agar lebih smart dan prima dalam 

menyelesaikan tugasnya. 

5. Melakukan evaluasi secara berkala agar hambatan-hambatan yang timbul segera dapat 

diselesaikan. 

6. Mengimplementasikan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pengawasan), Electronic 

Whistle Blowing System (E-WBS), Portal Penilaian Risiko (POLAR), dan Electronic 

Consulting (e-Consulting) dengan sasaran meningkatkan akuntabilitas pengawasan. 
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Adapun faktor penunjang dalam pelaksanaan upaya pemecahan masalah tersebut adalah 

tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan 

sertifikasi) dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pegawai 

yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi. 

 

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO 

  

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE 

Pembina Utama Muda 

NIP 197009261990031005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan 
Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan 

hukum dan akibat hukum yang sah. 
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LAMPIRAN 

 

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah 
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2. Perjanjian Kinerja Eselon III sampai dengan pelaksana dan Perubahan 

https://bit.ly/PKInspektorat2024 
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B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 

Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 

 



 

 

30 

 

 

 



 

 

31 

 

C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024 

Dok. Rencana Aksi Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 
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D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2024 
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E. Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2024 
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F. Matriks Renstra/ Renja 

 

https://bit.ly/MatriksRenstraInspektorat  

 

 

https://bit.ly/MatriksRenstraInspektorat
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G. LHE SAKIP Tahun 2023 

 



 

 

36 
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H. Tanggapan/ Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2024 
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I. Inovasi Tahun 2024 

E-Consulting 
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POLAR 

 

 

 

E-WBS 
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SIAP 
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J. Bukti Dukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja Tahun 2024 

Kapabilitas APIP 
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SAKIP 
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IPP 
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SKM 
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